MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR M.HH-01.PK.01.01.03 TAHUN 2014

TENTANG

PELAKSANAAN PENYERAHAN ANAK NEGARA DAN ANAK SIPIL

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 103 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak, perlu menctapkan Keputusan Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pelaksanaan
Penyerahan Anak Negara dan Anak Sipil;

Mengingat:

Menetapkan:

1.

Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang
Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3614);

Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian
Ncgara (Lembaran Negara Republik Indoncsia Tahun 2008
Nomor 166,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4916);

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 153,Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5332);

Peraturan Mentcri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor
M.HH-05.0T.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 676)
sebagaimana telah diubah.dengan Peraturan Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2013 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Nomor M.HH-05.0T.01.01 Tahun 2010 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia (Bcerita Ncgara Rcpublik Indonesia Tahun
2013 Nomor 740);

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
TENTANG PELAKSANAAN PENYERAHAN ANAK NEGARA DAN
ANAK SIPIL.



